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FAQ

HAK BURUH MELAKUKAN AKSI
DEMONSTRASI!

1. Apa itu Demonstrasi?

Pasal 1 ayat 3 UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

“Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan
oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,

tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”

Dalam ketentuan pasal ini setiap orang bahkan buruh/serikat
berhak melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan, membela,
melindungi hak-hak yang mestinya terpenuhi dengan cara mengeluarkan
pendapat, baik secara lisan mupun tulisan dan cara lain yang

memungkinkan di muka umum.

2. Apakah seorang buruh boleh melakukan aksi demonstrasi?
Pasal 102 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan :

“ Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan
serikat  pekerja/serikat  buruhnya mempunyai  fungsi
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi
secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan
keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya.”

Dalam ketentuan pasal ini, pekerja/buruh dan serikat pekerja

dalam hal memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga
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dapat menyalurkan aspirasi secara demokratis. Lebih jauh Undang-
undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh secara jelas
mengatur tentang buruh/serikat dapat melakukan aksi demonstrasi
sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-
hak mereka. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 UU tentang

Serikat menyatakan:

“ Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk
dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun
di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya”.

Adapun tujuan dibentuknya Serikat pekerja/serikat burubh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh di jelaskan

dalam Pasal 4 ayat (1) UU Serikat Pekerja:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/ serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan
hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak

bagi pekerja/buruh dan keluarganya.”

Dalam ketentuan pasal ini, serikat menjadi wadah sebagai

perjuangan buruh secara bersama yang memproteksi, memberikan

perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Serikat

mempunyai fungsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU

Serikat Pekerja yaitu:

a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama
dan penyelesaian perselisihan industrial;

b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di
bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;

c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam
memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab
pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

f.  sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan
kepemilikan saham di perusahaan.

Ketentuan yang dijabarkan di atas menunjukn bahwa
buruh/serikat dapat melakukan unjuk rasa/demonstrasi apabila
tujunnya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak normatif
mereka. Lebih luas lagi kebebasan setiap orang untuk menyampaikan
pendapat secara bebas di depan umum diatur dalam Undang-undang
No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“ Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap
warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan.
tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”

Kemudian Pasal 2 ayat (1) menyatakan :
“ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara”.

Dengan demikian buruh/pekerja selain sebagai buruh juga
merupakan warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat melakukan aksi demonstrai untuk

melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka.
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3. Syarat apa saja yang diperlukan dalam melakukan aksi

demonstrasi?

Setiap warga negara yang akan melakukan aksi demonstrasi

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk

memenuhi persyarata admistarasi. Undang-undang No 9 tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

mengatur tata cara melakukan aksi Demonstrasi.

Pasal 9 menyatakan :

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat
dilaksanakan dengan:

a. unjuk rasa atau demonstrasi;

b. pawai;

c. rapat umum; dan atau

d. mimbar bebas.
(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka
untuk umum, kecuali:

a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat

ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan

udara atau laut, stasiun kereta api. terminal

angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;

b. pada hari besar nasional.
(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa
benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan
umum.

Pasal 10 menyatakan:

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis
kepada Polri.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan. pemimpin,
atau penanggungjawab kelompok.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat )
jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri
setempadt.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan
kegiatan keagamaan.
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Pasal 11menyatakan :
“ Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) memuat:

a. maksud dan tujuan;

b. tempat, lokasi, dan rute;

c. waktu dan lama;

d. bentuk;

e. penanggung jawab;

f.- nama dan alamat organisasi, kelompok atau
perorangan;

g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau

h. jumlah peserta.

Pasal 12 (1) dan (2) menyatakan:

“ Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut
terlaksana secara aman, tertib, dan damai “

“ Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa
atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5
(lima) orang penanggungjawab “

Apakah Perusahaan mempunyai hak untuk melarang buruh untuk

berdemonstrasi pada jam kerja?

Pada dasarnya hubungan kerja yang terjadi antara
pekerja/buruh dan pemberi kerja dilaksanakan berdasarkan hak dan
kewajiban bagi kedua bela pihak. Namun apabila hak pekerja
dilanggar oleh pihak perusahan, dan buruh talah melakukan
perundingan, akan tetapi pihak perusahan tidak mengindahkan
maka buruh dapat melakukan demonstrasi. Selain itu anggota serikat
buruh/pekerja dapat menjalankan kegiatan saat jam kerja jika telah
disepakat dalam perjanjian kerja. Seperti yang ditegasakan dalam
Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja pasal 29

(1) yang menyatakan
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“ Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus
dan/atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh
untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak
dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama ”

Dengan demikian, apabila perusahan melakukan pelanggaraan
terhadap hak-hak normatif atau yang telah disepakti dalam
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka  serikat pekerja dapat
melakukan aksi demokrasi tanpa larang dari pihak perusahan untuk
memperjuangkan hak-hak buruh. Kecuali serikat pekerja melakukan
aksi tanpa alasan yang jelas maka perusahan berhak mengambil
tindakan terhadap pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagaimana jika buruh/serikat dipaksa bekerja ketika melakukan

aksi demonstrasi?

Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh “Siapapun dilarang menghalang-
halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak
membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi
anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak

menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan
sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan  serikat
pekerja/ serikat buruh.

Dengan demikian perusahan tidak bisa menghalangai-halangi
atau melarang serikat buruh melakukan kegiatanya termasuk

melakukan aksi demonstrasi dengan cara memaksa pekerja saat
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melakukan aksi yang sah. Jika itu terjadi, maka dapat dipidana

sesuai dengan ketentuan Pasal 43 yang menyatakan:

“ Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/buruh  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) “.
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